BAB IV
PERAN UNICEF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI
KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya UNICEF dalam
memberikan perlindungan terhadap korban anak dalam konflik Israel-Palestina.
Pada bab ini pula, penulis akan membahas jawaban dari rumusan masalah. Upaya
yang paling utama ialah memonitori negara Israel dan Palestina untuk mematuhi
peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak yang tertera dalam Convention
on the Right of the Child (CRC). Hal ini dilakukan untuk menjelaskan UNICEF
sebagai organisasi internasional yang melakukan fungsi penerapan keputusan dan
tempat memperoleh informasi dan operasional, antara lain pelayanan teknis dan
penyediaan bantuan seperti yang dipaparkan oleh Archer mengenai fungsi
organisasi internasional. Yang berikutnya ialah, Upaya UNICEF dalam
memberikan perlindungan terhadap anak-anak pada konflik Israel-Palestina

adalah melalui program pendidikan dan advokasi perdamaian.

A. Memonitori Israel dan Palestina untuk mematuhi Convention on the

Right of the Child (CRC)

Dalam upaya melindungi anak-anak korban konflik Israel-Palestina,
UNICEF memonitori Israel dan Palestina untuk mematuhi aturan-aturan yang ada
pada Convention on the Right of the Child (CRC) atau konvensi mengenai hak-
hak anak. konvensi hak-hak anak ialah sebuah konvensi atau perjanjian yang
menjelaskan dan mengatur tentang hak-hak anak secara universal, dimulai dari

hak-hak mendasar pada anak hingga pada hak-hak anak yang berada dalam



berbagai situasi termasuk situasi konflik. Gagasan untuk mengadakan konvensi ini
ialah dimulai dari berakhirnya Perang Dunia Il. Berawal dari deklarasi hak asasi
manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 1948, banyak negara
melihat harus ada sebuah aturan yang menjelaskan mengenai hak-hak anak karena
dalam deklarasi hak asasi manusia, tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak
anak sehingga dibutuhkan sebuah konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak.
Pada tahun 1979, pemerintah Polandia mengajukan usul mengenai perumusan
suatu dokumen yang meletakan standar internasional bagi pengakuan terhadap
hak-hak anak dan mengikat secara yuridiksi. Tahun 1989 rancangan konvesi hak
anak diselenggarakan dan pada tahun itu juga naskah tersebut disahkan dengan
suara bulat oleh majelis umum PBB (General Assembly) pada 20 november 1989
di New York, Amerika Serikat. Konvensi ini diratifikasi oleh setiap bangsa
(termasuk Israel dan Palestina) kecuali Somalia dan Amerika Serikat (UNICEF,

2014).

CRC membahas mengenai hak-hak anak secara menyeluruh. ada 54 pasal
dalam CRC membahas semua hak-hak anak dalam setiap situasi. Akan tetapi
yang membahas tentang hak-hak anak dalam masa konflik ada pada pasal 37
sampai dengan 40. Pembahasan mengenai hak-hak anak dalam masa konflik ini
masuk dalam konvensi hak-hak anak pada Optional Protocol to the Convention
on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict tanggal
25 mei tahun 2000 di New York, Amerika Serikat (UNICEF, Convention on the

Rights of the Child, 2014).



Israel dan Palestina keduanya telah meratifikasi Convention on the Rights
of the Child (CRC). Israel meratifikasi pada tanggal 3 Oktober 1991, kemudian
Palestina pada 2 April 2014. Kemudian Convention on the Rights of the Child on
the involvement of children in armed conflict atau konvensi hak anak, khususnya
hak anak pada konflik, Israel meratifikasi pada 18 July 2005 dan Palestina
meratifikasi pada 7 April 2014 (United Nations, 2016). Akan tetapi, Pelanggaran
anak masih saja terjadi banyak pelanggaran mengenai hak-hak anak yang
dilakukan kedua Negara.

Upaya UNICEF dalam memonitori Israel dan Palestina agar mematuhi
CRC ialah dengan membuat laporan-laporan yang berisi sejumlah kegiatan
UNICEF berdasarkan dampak konflik. Kegiatan-kegiatan tersebut  seperti
membuat laporan mengenai kondisi kesehatan dan memberi fasilitas dan pelatihan
kesehatan bagi anak-anak di Palestina yang menjadi korban serangan militer,
kemudian membuat laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
militer Israel saat melakukan penahanan militer terhadap anak-anak.

Pemberian fasilitas dan pelatihan kesehatan bagi korban anak konflik
Israel-Palestina ini sudah dilakukan UNICEF sejak lama yang bekerja sama
dengan departemen kesehatan dan beberapa organisasi internasional lain seperti
UNRWA, WHO dan lain-lain. Jadi, salah satu langkah UNICEF untuk menekan
Israel dan Palestina agar mematuhi CRC adalah dengan membuat laporan-laporan
public terkait dengan kondisi anak-anak yang menjadi korban konflik. Penerbitan
laporan sebenarnya adalah upaya UNICEF agar masyarakat sadar dan paham akan

kondisi anak-anak di wilayah konflik Israel-Palestina. Ketika masyarakat Israel



dan Palestina ataupun masyarakat dunia sadar dan paham, maka mereka akan
mendorong pemerintahnya untuk mematuhi dan mengimplementasikan CRC
tersebut. Kegiatan tersebut sekaligus untuk membantu kebutuhan medis yang
dibutuhkan di konflik Israel-Palestina.

UNICEF cukup aktif memberikan kontribusi dalam hal kesehatan kepada
korban anak dan memberikan pelatihan-pelatihan kesehatan kepada para pemuda
dan sukarelawan. Jumlah rumah sakit dan pusat kesehatan pada akhir 2014 ialah
sebanyak 80 rumah sakit yang 26 diantaranya adalah milik pemerintah dan 54
adalah rumah sakit yang dibangun oleh lembaga-lembaga PBB dan lain-lain
(Central Bureau of Statistic, 2015, p. 40).

Dalam permasalahan kesehatan dan nutrisi anak yang terkena dampak
konflik, pada 2012 UNICEF bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan
WHO menerapkan rumah sakit yang peduli akan nutrisi bayi dan ibu menyusui.
Data menunjukan bahwasannya dari setiap 1.000 anak yang lahir, 18 diantaranya
meninggal sebelum terlahir atau mengalami kematian saat proses persalinan, 22
diantranya meninggal antara umur 0 sampai 5 tahun (UNICEF, UNICEF
Monitoring on The Situation of Childern and Woman, 2014). Hal ini membuat
UNICEF secara otomatis bergerak.Tercatat lebih dari 45 fasilitas untuk bayi dan
ibu menyusui didirikan di daerah yang rentan konflik. Kegiatan ini telah
merangkul mecapai 26.000 ibu hamil dan 36.000 ibu menyusui di daerah West
Bank dan 14.720 di Jalur Gaza. UNICEF dan departemen kesehatan berupaya
maksimal memastikan bahwa ibu hamil dan menyusui mendapatkan pelayanan

kebidanan dan nutrisi yang layak. Kegiatan ini sekaligus memberikan informasi



dan pengetahuan tentang pemberian ASI ekslusif kepada bayi terhadap ibu hamil
dan menyusui.

UNICEF membuat laporan mengenai pelanggaran anak yang dilakukan
oleh militer Israel dalam Childern in Israeli Military Detention; Observation and
Recommendation. Sebab dikeluarkannya laporan tersebut karena UNICEF
menganggap semua anak yang berhubungan dengan sistem peradilan harus
dilakukan dengan hormat dan beradab. Selama beberapa tahun, organisasi hak
asasi manusia, para ahli dan PBB telah menerbitkan laporan tentang perlakuan
buruk yang diterima oleh anak-anak dalam sistem penahanan militer
Israel.Semakin banyaknya tuduhan perlakuan buruk terhadap anak-anak dalam
penahanan militer, UNICEF melakukan peninjauan dan kajian terhadap hal
tersebut.kajian tersebut mempertimbangkan apakah sistem penahanan militer
Israel sesuai dengan konvensi hak-hak anak serta menentang penyiksaan dan
perlakuan kejam atau hukuman lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan
martabat manusia. Laporan ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan anak
sesuai dengan konvensi hak-hak anak dan hukum norma dan standar internasional

lainnya (UNICEF, Childern in Israeli Military Detention, 2015).

Laporan ini menunjukan bahwasannya banyak sekali pelanggaran anak
yang dilakukan oleh militer Israel saat melakukan penahanan terhadap anak-anak.
Hal tersebut disebut pelanggaran karena Israel melakukan hal-hal yang
berlawanan dengan CRC, khususnya pada CRC yang membahas mengenai hak-

hak anak pada situasi konflik pada pasal 37-40.



Laporan atau kritik UNICEF ini bersifat objektif, jadi bukan semata-mata
untuk memojokkan Israel hanya karena Israel merupakan negara yahudi atau
semit. Laporan atau kritik terhadap Israel yang dilakukan oleh UNICEF memang
dikarenakan begitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh militer Israel
(Levy G. , 2013). Ada enam hak-hak anak yang harus diperhatikan dalam
melakukan penahanan militer terhadap anak-anak (UNICEF, Childern in Israeli

Military Detention, 2015):

1. Pemberitahuan dan alasan penangkapan.
Semua orang termasuk anak-anak, harus diberi alasan untuk
penangkapan mereka pada saat penangkapan.Orangtua atau wali yang
sah harus diberitahu tentang penangkapan tersebut dalam yang waktu
sesingkat mungkin setelahnya dan dalam bahasa yang dipahami oleh
anak dan orangtua atau wali yang sah.

2. Penggunaan instrument dan metode pengekangan.
Anak-anak ditahan hanya jika mereka menimbulkan ancaman terhadap
diri mereka sendiri atau orang lain.

3. Hak istimewa terhadap tuduhan sendiri.
Semua anak harus bebas dari wajib militer termasuk hak untuk diam.
Kata ‘wajib’ disini harus diartikan secara luas dan tidak terbatas pada
fisik. Karena usia anak dan lamanya interogasi, kurangnya pemahaman
anak dan ketakutaan akan konsekuensi yang tidak diketahui akan

menyebabkan seorang anak memberikan pengakuan yang tidak benar.



4. Akses ke perwakilan hukum dan orangtua selama interogasi dan

rekaman audio-visual untuk semua interogasi.
Harus ada pemeriksaan independen terhadap metode interogasi.Ini
harus mencakup kehadiran seorang pengacara dan catatan wali atau
penasihat hukum dan audio-visual dari semua interogasi yang
melibatkan anak-anak.

5. Hak untuk dibawa ke hakim dan menantang legalitas penahanan.
Seorang anak harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu 24 jam
setelah penahanan. Legalitas penahanan lanjutan harus ditinjau oleh
hakim setiap dua minggu.Seorang anak memiliki hak untuk menantang
legalitas penahanan tersebut.

6. Pengecualian semua bukti diperoleh dengan siksaan.

Pernyataan apapun yang telah dibuat sebagai hasil penyiksaan atau
perlakuan buruk tidak akan diajukan sebagai bukti dalam proses
apapun.

Pada tahun 2013 sampai agustus 2014 lebih dari 200 kesaksian yang
melaporkan adanya penganiyayaan yang dilakukan oleh Israel Prison Service
(IPS), Israel Defence Force (IDF) dan lIsrael Security Agency (ISA) terhadap
anak-anak palestina selama berada dalam tahanan. Selama berada dalam tahanan,
berbagai pelanggaran dialami oleh anak-anak palestina yaitu diantaranya ada
sekitar 162 anak dilaporkan matanya ditutup dan ditarik secara paksa selama masa
pemindahan tempat tahanan, 189 anak dilaporkan terluka di bagian pergelangan

tangan akibat diikat, 171 anak menjadi sasaran kekerasan fisik selama



penangkapan, interogasi dan penahanan, 144 anak mengalami pelecehan verbal
dan intimidasi selama penahanan, 89 anak dipindahkan ke tempat tahanan bawah
tanah, 79 anak ditangkap di malam hari dan 45 anak ditangkap selama
demonstrasi, 224 anak mengalami penggeledahan hingga ditelanjangi di markas
militer Israel, dan 63 anak mengalami pemaksaan untuk menandatangi dokumen
pengakuan dalam bahasa lbrani selama proses penahanan.

Anak-anak tidak seharusnya menjadi tahanan militer apalagi disiksa saat
masa penahanan karena mereka tidak bersalah apapun. Hal mengenai penahanan
anak telah dibahas di Pada pasal ke 37 Convention on the Right of Childern
(CRC) bahawasannya negara-negara pihak harus menjamin bahwa yang pertama,
tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan
kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik
hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan,
tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-
orang di bawah umur delapan belas tahun. Kedua, tidak seorang anak pun dapat
dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang.
Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan
undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan
untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Ketiga, setiap anak yang dirampas
kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia
yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan
orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus

dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi



kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak
dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam
keadaan-keadaan luar biasa. Keempat, setiap anak yang dirampas kebebasannya
berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga
hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu
pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan

segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pada laporan mengenai pelanggaran anak yang dilakukan militer Israel
pada saat melakukan penahanan, UNICEF juga memberikan beberapa
rekomendasi. Ada 14 poin inti dari rekomendasi mengenai pelanggaran anak yang
dilakukan oleh Israel pada saat penahanan. Israel sebagai negara yang melakukan
penahanan terhadap anak-anak harus mematuhi norma-norma dan peraturan
internasional, dimana nilai-nilai  kemanusiaan dan peraturan-peraturan
internasional mengenai hak asasi manusia maupun anak harus diutamakan.
Kemudian anak-anak harus mendapatkan pemberitahuan saat proses
penangkapan. Waktu penangkapan atau panggilan harus dilakukan pada siang hari
dengan disertakan surat perintah penangkapan yang sah yang diberikan kepada
orangtua/wali. Berikutnya, metode atau cara dan instrumen penangkapan harus
mengikuti regulasi yang diatur dalam Childern in Israeli Military Detention;
Observation and Recommendation yang dibuat oleh UNICEF (UNICEF, Childern

in Israeli Military Detention, 2015).

Anak-anak yang ditahan memiliki hak untuk mendapatkan akses ke

pengacara. Mereka memiliki hak untuk bertemu dan berkonsultasi dengan



penasihat hukum. Kemudian, anak-anak yang ditahan harus ditinjau kembali dari
penahanan. Pada saat melakukan pertanyaan dan interogasi, anak-anak harus
berada bersama pengacaranya. Pada saat penahanan, anak-anak tidak boleh
ditempatkan di ruang isolasi. Sebuah kasus yang melibatkan seorang anak tidak
ditentukan hanya berdasarkan sebuah pengakuan namun harus disertai bukti.
Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pembelaan saat ditahan.
Lokasi penahanan harus berada diwilayah Palestina, hal tersebut agar lokasi
penahanan dan keluarga tidak jauh sehingga keluarga anak dapat mengunjungi
mereka saat ditahan, karena mereka memiliki hak akses dan komuninkasi ke

keluarga (UNICEF, Childern in Israeli Military Detention, 2015).

Berbagai macam rekomendasi yang diberikan UNICEF kepada pemerintah
Israel, dapat dinilai bahwa hal tersebut cukup efektif dalam mengatasi
pelanggaran anak yang terjadi saat penahanan yang dilakukan militer Israel
kepada anak-anak Palestina. Namun, dari semua rekomendasi tersebut ada

berbagai macam respon yang diberikan oleh Israel.

UNICEF dan mitra-mitra kerja akan selalu memperkuat usaha mereka
dalam mengumpulkan bukti untuk mengukur dampak pada anak-anak atas
tindakan yang diambil oleh pemerintah Israel untuk meningkatkan perlindungan
terhadap anak-anak khususnya dalam anak-anak dalam penahanan militer.
UNICEF dalam hal ini mengambil beberapa langkah penting yaitu, UNICEF
meminta penunjukan titik fokus di semua entitas pemerintah terkait yang
berkaitan dengan penangkapan, penahanan dan pengadilan terhadap anak-anak

atas dugaan pelanggaran keamanan. Kemudian mencari segala dokumen bersama



dengan mitra kerja, melakukan praktek dan intervensi yang baik untuk
memperkuat perlindungan terhadap anak-anak khususnya terhadap anak-anak
dalam penahanan militer. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh UNICEF
dalam rangka untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik yang
pada hal ini ialah menjadi tahanan militer. UNICEF tidak bisa melakukan hal
tersebut dengan sendiri, UNICEF selalu dibantu oleh pemerintah, institusi-
instutusi lokal yang berkaitan dengan masalah tersebut dan lembaga-lembaga
masyarakat agar usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dapat
berjalan dengan maksimal.

Poin-poin yang ada dalam rekomendasi diaatas tidak semuanya disetujui
oleh pemerintah dan militer Israel. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa
kendala seperti, kondisi konflik yang belum menuju titik damai, kemudian ada
juga beberapa rekomendasi UNICEF yang bertentangan dengan prinsip
pemerintah Israel dan ada hal-hal lainnya yang menjadi kendala sehingga
rekomendasi tersebut ditolak atau tidak setujui oleh pihak Israel (UNICEF,
Childern in Israeli Military Detention, 2015).

B. Program pendidikan dan advokasi perdamaian

Peace Building Education and Advocacy (PBEA) in conflict-affected
context programme atau program pendidikan dan advokasi perdamaian yang
terkena dampak konflik merupakan Program UNICEF yang bertujuan untuk
membangun dan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesetaraan dan perekonomian.
Target dari program ini adalah masyarakat khususnya anak-anak yang

kehidupannya terganggu terutama dalam pemenuhan kebutuhan belajar



dikarenakan konflik kekerasan yang berlangsung di negaranya. Program
pendidikan PBEA ini dinilai cukup relevan untuk diberikan kepada anak-anak
dalam situasi konflik Israel-Palestina sebagai upaya untuk memberikan
perlindungan anak. Sejak tahun 2012 hingga 2014 program PBEA untuk konflik
Israel-Palestina ini mengeluarkan biaya sebesar US$14.015 pada tahun 2012,
US$653.417 pada 2013 dan US$804.164 dengan total US$1.471.596 yang
keseluruhan biaya pada program Peace Building Education and Advocacy
(PBEA) ini ditanggung oleh pemerintah Belanda (UNICEF, Peacebuilding

Education and Advocacy in Conflict Affected Context programme, 2016).

Program PBEA dijalankan oleh UNICEF untuk menyelesaikan akar
permasalahan yang mengakibatkan konflik untuk bisa mengurangi tingkat
kebodohan, kemiskinan dan ketidakamanan. Program PBEA ini sudah dimulai
sejak Januari 2012 dan dibiayai oleh pemerintah Belanda. Program ini secara
umum dijalankan melalui 5 area tujuan yaitu: (1) Integrasi kebijakan, dimana
kebijakan / kurikulum pendidikan dipusatkan pada pembangunan perdamaian dan
pendidikan digunakan sebagai titik masuk strategis untuk pembangunan
perdamaian. (2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk memberikan
layanan pendidikan yang setara dan sensitif terhadap konflik. (3) Membangun
sumber daya manusia dan masyarakat untuk mengurangi konflik dan
mempromosikan perdamaian. (4) Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan
layanan yang peka terhadap konflik. (5) menghasilkan bukti dan pengetahuan

tentang pendidikan dan pembangunan perdamaian.



Pada konflik Israel-Palestina program ini berfokus pada 3 bidang strategis.
Fokus bidang strategis yang pertama yaitu keterlibatan anak-anak dan remaja di
masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat membuka dan memberikan ruang
gerak yang lebih terhadap anak-anak dan remaja, maka mereka akan lebih efektif
berperan dalam masyarakat. Yang kedua ialah kebijakan tidak ada kekerasan di
sekolah. Jika sekolah menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan tanpa
kekerasan serta memberi model pembelajaran yang positif dan aktif, maka anak-
anak akan belajar bagaimana mengekspresikan diri tanpa kekerasan dan akan
mengurangi norma-norma kekerasan dalam kehidupan. Perilaku yang diterima
dan dipelajari oleh anak-anak di sekolah akan memberikan efek positif bagi anak-

anak ketika mereka berada di luar sekolah.

Yang ketiga ialah mempromosikan perilaku pro-sosial dan lingkungan
pada awal pembelajaran dan pengembangan anak usia dini. Perilaku pro-sosial
dikelompokkan menjadi tiga kategori yang berbeda: berbagi (memberi atau
membagi), membantu (tindakankebaikan, menyelamatkan, menghilangkan
kesusahan), dan kerjasama (bekerjasama untuk mencapai tujuan). Jika anak-anak
belajar perilaku prososial dan metode tanpa kekerasan untuk mengekspresikan diri
dan berinteraksi dengan orang lain sejak usia dini, mereka akan cenderung
menerapkan keterampilan ini saat mereka lebih tua nantinya, terutama apabila
guru dan orang tua memberikan contoh. Ketiga fokus bidang strategis tersebut
diharapkan pada nantinya anak-anak mampu memberikan kontribusi untuk

menentang norma-norma kekerasan sosial dalam masyarakat dan komunitas.



Pada 2014, program PBEA ini menghasilkan beberapa hasil yang
signifikan walaupun sempat berhenti dalam pelaksanaannya dikarenakan
penyerangan militer di jalur Gaza pada bulan juli 2014 dan berlangsung selama 51
hari. Sebagai contoh, Ministry of Education and Higher Education (MoEHE) atau
departemen pendidikan dan pendidikan tinggi dan UNICEF berhasil menerapkan
kebijakan non-kekerasan dalam sekolah secara nasional dan hampir 700 sekolah
menerima pelatihan teknik mediasi yang kemudian diteruskan kepada anak-anak
atau siswa-siswa disekolah. Sebagai hasil langsung dari transfer pelatihan dan
keterampilan, lebih dari 130 kegiatan inisiatif untuk mempromosikan budaya non-

kekerasan di sekolah yang dipimpin oleh anak-anak atau para siswa.

Pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan
kepada lebih dari 2.000 anak muda dan remaja dengan tujuan membentuk mereka
menjadi agen aktif transformasi sosial untuk menghindari kekerasan sosial dan
perselesihan. Dan lebih dari 50 kegiatan yang diinisiasi oleh para kaum muda
langsung terealisasi dan dikirim ke daerah-daerah yang rawan seperti di
Yerusalem timur, Gaza dan West Bank. Selain itu, sebagai tanggapan terhadap
kurangnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah pedesaan atau rentan
konflik dan kurangnya kesadaran publik tentang nilai-nilai dari PAUD di
kalangan masyarakat umum, lebih dari 90 guru dilatih dalam pengembangan anak
diusia dini dan perilaku pro-sosial. 24 kelas PAUD juga dibuka disekolah-sekolah
pemerintah di wilayah-wilayah yang rentan konflik, sehingga memberi sekitar
2.300 anak usia dini dan 1.300 anak yang berumur sekitar kelas 1 sekolah dasar

akses pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar awal yang mendukung



perilaku pro-sosial (UNICEF, State of Palestine Humanitarian Situation Report,

2014).

Hal tersebut dicapai dengan menggunakan berbagai program
pengembangan anak usia dini yang berkualitas yang mempromosikan perawatan,
perlindungan dan pengembangan anak-anak, dan kesejahteraan sosial yang
berfokus pada kegiatan membatu anak-anak menemukan pengetahuan baru dan
mempelajari keterampilan baru serta sikap anak terhadap lainnya, Dengan
penekanan pada pengembangan cara pandang anak, praktisi atau para guru
menerima pelatihan tentang cara untuk mendorong anak-anak menggunakan
keterampilan komunikasi, sosial dan pemecahan masalah dalam situasi yang
berbeda, dan mengungkapkan nilai-nilai seperti tolenransi dan rasa hormat
diantara mereka dan terhadap orang lain. Program PBEA juga memberikan
kontribusi terhadap situasi darurat konflik di wilayah yang rentan konflik dengan
tujuan mengembalikan rasa normal dan harapan dan untuk memperkuat ketahanan
anak-anak, termasuk dukungan mental dan psikologis anak yang diberikan kepada

hampir 100.000 anak-anak remaja yang terkena dampak konflik.

Di akhir periode 2014 jumlah sekolah yang tercatat sebanyak 2.856
sekolah yang berasal dari 2.095 sekolah milik pemerintah, 349 sekolah yang
dibangun oleh UNICEF yang bekerjasama dengan UNRWA, dan 412 sekolah
yang dibangun sendiri dengan  siswa berjumlah 1.171.596 (51% anak
perempuan). Jumlah guru/pengajar dan atau relawan yaitu sebanyak 53.832 (60%
adalah perempuan).Jumlah sekolah, siswa dan guru/pengajar dan atau para

relawan bertambah setiap tahunnya (Central Bureau of Statistic, 2015, p. 26).



Dalam menjalankan program ini UNICEF memiliki beberapa tantangan
antara lain konsekuensi tekanan psikologis kaum muda adalah tantangan utama
yang dihadapi para sukarelawan yang bekerja memberikan bantuan-bantuan
seperti mengajar atau teman bermain anak-anak. Hal itu dapat dapat merubah
komitmen dan motivasi mereka menjadi sukarelawan. Tantangan berikutnya ialah
melibatkan orang tua untuk menjembatani kesenjangan gender. Tantangan yang
terjadi hampir dalam semua program yang ditujukan untuk memberdayakan kaum
muda adalah dalam mengatasi perbedaan budaya masyarakat. Secara khusus
hambatan yang sering dihadapi ialah ketika membawa anak laki-laki dan
perempuan untuk bekerja sama mengerjakan sesuatu dalam kelompok. Tantangan
yang terakhir yaitu komunikasi dan penyampaian informasi. Kesalahpahaman
sering terjadi sesama sukarelawan atau pekerja dan antara pengajar/guru dengan
anak-anak. Hal ini sering terjadi karena adanya perbedaan bahasa, budaya dan
karakter sehingga penyampaian dan penerimaan informasi kadang tidak sesuai

dengan yang diharapkan.

Program PBEA ini tidak hanya dijalankan oleh UNICEF sendiri, akan
tetapi juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah
maupun non-pemerintah seperti Departemen pendidikan, UNRWA dan lembaga
swadaya masyarakat lokal. Peran masyarakat khususnya para pemuda lokal sangat
membantu dalam melancarkan jalannya program PBEA karena dapat
mempermudah akses ke masyarakat-masyarakat bawah yang tidak bisa dijangkau

langsung oleh UNICEF.



